
 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

24 

 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG TAJDI>D AL-NIKA>H} DAN  

LANDASAN TEORI MAS{LAH{AH 

 

A. Tentang Tajdi>d Al-Nika>h} 

1. Pengertian Tajdi>d Al-Nika>h} 

Menurut basaha arti tajdi>d adalah pembaharuan, yang merupakan 

bentuk dari jadada-yujadidu-tajdi>dan yang artinya memperbaruhi. Dalam 

kata tajdi>d mengandung arti yaitu membangun kembali, menghidupkan 

kembali, menyusun kembali, memperbaikinya sebagaimana yang 

diharapkan. Menurut istilah tajdi>d adalah mempunyai dua makna yaitu:
29

 

a. Apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber 

yang tidak berubah-ubah, maka tajdi>d bermakna mengembalikan 

segala sesuatu kepada aslinya. 

b. Tajdi>d  bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal 

yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang 

tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta 

ruang dan waktu. 

Sedangkan kata nikah berasal dari bahasa Arab          yang merupakan 

bentuk masdar dari fi’il madhi         yang artinya kawin atau menikah. 

Menurut Ibrahim al-Bajuri yang merupakan salah satu pakar dalam fikih 

beliau juga memberikan pengertian tentang nikah adalah akad yang 

mengandung sebagian rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah 

                                                             
29

Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 

147. 
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ditentukan. Berdasarkan pendapat para imam mazhab pengertian nikah 

sebagai berikut:
30

 

Golongan Hanafiyah mendefinisikan nikah : 

                                                                      

‚Nikah itu adalah akad yang memfaedahkan memiliki, bersenang-

senang dengan sengaja‛. 

 

Golongan as-Syafi’iyah mendefinisikan nikah sebagai : 

                                                                                                        
 

‚Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan 
watha’ dengan lafaz nikah atau tazwi>j atau yang semakna dengan 

keduanya‛. 

 
Golongan Malikiyah mendefinisikan nikah sebagai : 

 
                                                                                                     

‚Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata 

untuk membolehkan watha’, bersenang-senang dan menikmati apa 

yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya‛. 

Dari beberapa penjelasan tentang pengertian tajdi>d dan nikah yang 

telah disebutkan maka dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa tajdi>dun 

nika>h} adalah pembaharuan terhadap akad nikah. Arti secara luas yaitu 

sudah pernah terjadi akad nikah yang sah menurut syara’, kemudian 

dengan maksud sebagai ihtiyath (hati-hati) dan membuat kenyamanan 

hati maka dilakukan akad nikah sekali lagi atau lebih dengan memenuhi 

rukun dan syarat yang telah ditentukan, yang nantinya akan 

                                                             
30

 Abdurrahman al-Jazi>ri, Al-Fiqh al-Maz|a>hibil Arba’ah, (Beirut: Dar-al Fikr, Juz IV, 1969), 

395. 
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menghalalkan hubungan suami istri. Dan berharap agar dapat 

mewujudkan tujuan dari pernikahan yaitu adanya keluarga yang hidup 

dengan penuh kasih sayang dan saling tolong menolong, serta sejahtera 

dan bahagia. 

2. Pendapat ulama’ tentang Tajdid Al-Nika>h} 

Menurut Ibnu Muni>r, beliau memberikan suatu hukum dari 

tajdi>dun nika>h adalah boleh, karena mengulangi lafal akad nikah di dalam 

nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian 

dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqala>ni, 

menyatakan bahwa menurut jumhur ulama tajdi>dun nika>h tidak merusak 

akad yang pertama.
31

 

Dan beliau juga menambahi perkataan bahwa ulama Syafi’iyah 

adalah mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan 

fasakh akad pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Akan tetapi 

ada juga ulama Syafi’iyah yang berpendapat bahwa tajdi>dun nika>h dapat 

membatalkan nikah sebelumnya, antara lain Yusuf al-Ardabili al-Syafi’i, 

sebagaimana perkataan beliau dalam kitabnya, al-Anwar li A’mal al-

Anwar sebagai berikut: ‚Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada 

isterinya, maka wajib memberi mahar lain, karena ia mengakui perceraian 

                                                             
31 Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqala>ni, Fath}ul al-Ba>ri, Juz XII, (Syarah Shahih Bukhari, Dar 

al-Fikri, t,th), 199. 
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dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) talak. Kalau 

dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muh}allil‛.
32

 

Menurut A. Masduki Machfudh adalah boleh dan tidak merusak 

pada akad yang telah terjadi, karena memperbaharui akad itu hanya 

sekedar keindahan (al-tajammul) atau berhati-hati (al-ih}tiyath). Hal ini 

juga diungkapkan oleh Ahmad Qusyairi Isma>il, bahwa hukum asal 

memperbaharui akad nikah itu boleh karena bertujuan hati-hati (ih}tiyath), 

agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau bertujuan tajammul 

(upaya menaikkan prestise/menjaga gengsi).  

Menurut Abdul Azi>z, bahwa hukum dari tajdi>dun nika>h adalah 

boleh dan tidak mengurangi bilangan-bilangannya talak. Hal ini sejalan 

dengan imam Shihab yang memberikan suatu pernyataan bahwa 

berhentinya seorang suami pada gambaran akad yang kedua, umpamanya 

tidak adanya pengetahuan dengan berhentinya akad yang pertama dan 

tidak kina>yah (sindiran) kepadanya itu tampak jelas, karena dalam 

menyembunyikan tajdi>d menuntut diri seorang suami untuk memperbaiki 

ataupun berhati-hati dalam berangan-angan.
33

 

Dari beberapa argumen tentang hukum tajdi>dun nika>h menurut 

para ulama di atas bisa ditarik suatu kesimpulan, bahwa hukum dari 

tajdi>dun nika>h adalah boleh. 

 

                                                             
32 Iwan Djaunar, ‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tajdi>d al-nikah{  Massal di Dusun 

Pandean Kelurahan Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan‛ ( Skripsi--IAIN  Sunan 

Ampel, Surabaya, 2005). 
33 Yusuf al-Ardabili al-Syafi’i, al-Anwar li A’mal al-Anwar, Juz II, (Dar al-Dhiya’), 441. 
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B. Tentang Mas{lah{ah 

1. Pengertian Mas}lah}ah 

Al-Mas{lah{ah berasal dari kata s{alah{a dengan penambahan ‚alif‛ di 

awalnya yang secara arti kata berarti ‚baik‛ lawan kata dari ‚buruk‛ atau 

‚rusak‛. Ia adalah mas{dar dengan arti kata s{ala>h{, yaitu ‚manfaat‛ atau 

‚terlepas daripadanya kerusakan‛.
34

 Pengertian mas{lah{ah dalam bahasa 

Arab berarti ‚perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan 

manusia‛. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang 

bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan 

seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti 

menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau 

kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut mas{lah{ah. 

Dengan begitu mas{lah{ah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau 

mendatangkan kemaslahatan dan atau menghindarkan kemudaratan.
35

 

Menurut bahasa yaitu suatu kebenaran yang dapat digunakan. 

Kebaikan-kebaikan yang patut untuk menyempurnakan tujuan-tujuan 

syariat islam dan tidak ada dalil khusus yang menguatkan untuk 

dijalankan atau meniadakan. Tetapi jikalau dikerjakan akan membawa 

manfaat/menghindari keburukan.
36

 

Kata al-mas{lah}ah adakalanya dilawankan dengan al-mafsadah dan 

adakalanya dilawankan dengan kata al-mudarrab, yang mengandung arti 

                                                             
34 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2008), 367. 
35

 Ibid.,368. 
36 Masykur Anhari, Ushul Fiqh, (Surabaya: Diantama, 2008), 101. 
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kerusakan. Sedangkan mas{lah}ah dalam arti terminologis shar’i, adalah 

memelihara dan mewujudkan tujuan hukum islam yang berupa 

memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan.
37

 

Al-mas{lah{ah menurut istilah ulama ushul adalah kemaslahatan yang 

oleh syar’i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil 

syara’ yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. 

Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk 

menerapkan kemaslahatan umat manusia, yakni menarik suatu manfaat, 

menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia.
38

 

Al-Ghaza>li mengatakan bahwa mas}lah}ah pada dasarnya ialah meraih 

manfaat dan menolak mudarat. Selanjutnya ia menegaskan maksud dari 

pernyataan tersebut adalah menjaga maqa>s}id al-shari>’ah yang lima, yaitu 

agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Selanjutnya ia menegaskan, setiap 

perkara yang ada salah satu unsur dari maqa>s}id al-shari>’ah maka ia 

disebut mas}lah}ah. Sebaliknya jika tidak ada salah satu unsur dari maqa>s}id 

al-shari>’ah, maka ia merupakan mafsadat , sedang mencegahnya adalah 

mas}lah}ah.
39

 

Dalam mengartikan mas{lah{ah secara definitif terdapat perbedaan 

rumusan di kalangan ulama’ yang kalau dianilisis ternyata hakikatnya 

adalah sama, sebagai berikut
40

: 

                                                             
37

 Asmawi, Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan...,35. 
38 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: Da>rul Qolam, 2003), 110. 
39

 Abu> H}a>mid Muh}ammad al-Ghaza>li, al-Mustashfa, (Beirut: Dar al-Fikr), 286. 
40

 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2...,368. 
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1. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan 

definisi Al-Ghazali di atas, yaitu Memelihara tujuan syara’ (dalam 

menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari 

manusia. Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi Al-Ghazali 

dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu 

mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan 

berarti menarik kerusakan. 

2. Al-‘Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya, Qawa>id al-Ahka>m, 

memberikan arti mas{lah{ah dalam bentuk hakikatnya dengan 

‚kesenangan dan kenikmatan‛. Sedangakan bentuk maja>zi-nya adalah 

‚sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan‛ 

tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat 

bentuk manfaat, yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya serta 

kesenangan dan sebab-sebabnya. 

3. Al-Syatibi mengartikan mas{lah{ah itu dari dua pandangan, yaitu dari 

segi terjadinya mas{lah{ah dalam kenyataan dan dari segi 

tergantungnya tuntunan syara’ kepada mas{lah{ah. 

a. Dari segi terjadinya mas{lah{ah dalam kenyataan, berarti: Sesuatu 

yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna 

hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan 

aqlinya secara mutlak. 

b. Dari segi tergantungnya tuntunan syara’ kepada mas{lah{ah, yaitu 

kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum 
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syara’. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk 

berbuat. 

4. Al-Thufi menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-‘Alim dalam 

bukunya al-Maqa>s{id al-Ammah li al-Syari>’ati al-Isla>miyyah 

mendefinisikan mas{lah{ah sebagai berikut: ‚Ungkapan dari sebab yang 

membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadah atau adat. 

Definisi dari al-Thufi ini bersesuaian dengan definisi dari al-Ghazali 

yang memandang mas{lah{ah dalam artian syara’ sebagai sesuatu yang 

dapat membawa kepada tujuan syara‛. 

Imam Malik menyatakan bahwa, mas{lah{ah merupakan suatu 

kebaikan yang tidak ada nas} yang khusus, akan tetapi sesuai dengan 

tindakan syara’ yang diambil dari beberapa dalil yang menunjukkan 

kepada prinsip-prinsip umum, dan dapat disederhanakan menjadi 

mengangkat kemaslahatan dan menolak kemud{aratan.
41

 

Mas}lah}ah mursalah ialah yang mutlak. Menurut istilah ahli ushul, 

kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syari’ dalam wujud hukum, 

didalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat 

dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenannya, mas}lah}ah itu 

disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan 

salah.
42

 

Al-Mas}lah}ah sebagai dalil hukum yang mengandung arti bahwa al-

mas}lah}ah menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum. 

                                                             
41

 Syahrul Anwar, Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 67. 
42

 Miftahul Arifin, kaidah-kaidah penerapan hukum islam, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1997), 142. 
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Dengan kata lain, hukum masalah tertentu ditetapkan sedemikian rupa 

karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada 

masalah tersebut. Jumhur ulama’ berpendapat, setiap hukum yang 

ditetapkan oleh nash atau ijma’ didasarkan atas hikmah dalam bentuk 

meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan mafsadah.
43

 

Kesimpulannya bahwa mas}lah}ah merupakan suatu metode ijtihad 

dalam menggali hukum (istinba>t}) Islam, yang tidak terdapat nash tertentu 

yang mendukung atau menolaknya, namun berdasarkan kepada 

kemas{lah}ahan yang sesuai dengan hukum shara’ (maqa>s}id al-shari>’ah). 

Kemas{lah}ahan yang menjadi tujuan syara’ bukanlah kemas{lah}ahan yang 

hanya berdasarkan keinginan dan hawa nafsu saja. 

2. Dasar Hukum Mas}lah}ah 

a. Ayat Al-Quran tentang Mas{lah}ah 

Ayat-ayat Al-Qur’an yang menerangkan tentang pensyari>’atan 

hukum Islam dengan kepentingan kemas{lah}atan manusia, diantaranya 

terdapat dalam surat Yunus ayat 57-58: 

                             

                           

       

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran 

dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang 

berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang 

yang beriman (58) Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-

Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan 

                                                             
43 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011), 206. 
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rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka 

kumpulkan".
44

 
 

Firman Allah SWT diatas memang tidak menerangkan secara 

khusus atau jelas tentang mas}lah}ah akan tetapi, ayat diatas 

menerangkan secara tersirat bahwa betapapun sulitnya jalan yang akan 

ditempuh oleh hamba-Nya pasti akan dapat diselesaikan. Sebab Allah 

swt telah memberikan pedoman yaitu Al-Qur’an dengan pelajaran Al-

Qur’an itu, manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana 

yang buruk, mana pekerjaan yang diridhai dan mana pekerjaan 

dikutuk-Nya. Ini merupakan bukti bahwa Allah swt menginginkan 

hamba-Nya untuk selalu berada dalam kemas{lah}atan karena dengan 

petunjuk dan rahmat-Nya untuk selalu berada dalam kemas{lah{atan 

karena dengan petunjuk dan rahmat-Nya, maka semua manusia akan 

terhindar dari segala kemudharatan dan kesulitan dalam menjalankan 

roda kehidupannya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di 

akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt surat Al-Maidah ayat 6 

                              

                            

                           

                              

                                                             
44 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an & Tafsirnya...,225. 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan 

shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan 

siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan 

kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika 

kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang 

air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak 

memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik 

(bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah 

tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan 

kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu 

bersyukur.
45

 
 

Ayat-ayat diatas memberikan pengertian bahwa Allah swt 

menghendaki kemas{lah{atan bagi manusia dalam rangka mencapai 

kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan jalan mempermudah 

kepada hambanya untuk memberikan keringanan ketika tidak 

ditemukan air untuk bersuci. Hal ini, sesuai dengan didatangkannya  

Syari>’at Islam yang bertujuan untuk menjadikan kemas{lah}ahan dan 

kebahagiaan serta tidak mempersulit manusia. 

a. Menurut As-Sunnah 

لم) س                 ا     ا         ا    ر       ا     ل   ا     ل     و   لم        ا    :        ر  و         ار  (روه الم

Dari Ibada bin Shomad berkata: bahwasanya Rasulullah saw bersabda‚ 

tidak boleh membuat mud{arat pada orang lain. 

 

Atas dasar hadis diatas, seseorang tidak diperbolehkan berbuat 

sesuatu yang mebahayakan agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya, 

                                                             
45 Ibid.,357. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

35 

 

demikian juga berbuat mud{arat kepada orang lain. Masalah-masalah 

hukum fiqh yang tercakup dalam hadis diatas, antara lain: 

1) Di dalam muamalah, mengembalikan barang yang telah dibeli 

lantaran adanya cacat diperbolehkan. 

2) Di dalam jinayah, agama menentukan hukum qishas, mengganti 

rugi kerusakan, menindak para pelaku kriminalitas dan lain 

sebagainya. 

3) Pada bagian munakahat, Islam membolehkan perceraian yaitu 

dalam situasi dan kondisi kehidupan rumah tangga yang sudah 

tidak teratasi, agar suami isteri tidak mengalami penderitaan batin 

yang terus menerus. 

Dengan demikian, penetapan hukum Syari>at bertujuan untuk 

melindungi manusia dari kerusakan. Hal ini ditegaskan dalam kaidah 

fiqh yang berbunyi: menolak  kerusakan itu didahulukan dari pada 

menarik kebaikan. Kaidah tersebut diatas sesuai dengan prinsip bahwa, 

perhatian syara‘  terhadap larangan itu lebih besar daripada perhatian 

terhadap apa-apa yang diperintahkan. 

3. Macam-macam Mas{lah{ah 

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa mas{lah{ah dalam artian shara’ 

bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik 

buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan 

dan menghindarkan kerusakan tetapi lebih jauh dari itu, yaitu apa yang 

dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan shara’ dalam 
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menetapkan hukum, yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan. 

Umpamanya larangan meminum minuman keras. Adanya larangan ini 

menurut akal sehat mengandung kebaikan atau mas{lah{ah karena dapat 

menghindarkan diri dari kerusakan akal dan mental. Hal ini telah sejalan 

dengan tujuan syara’ dalam menetapkan haramnya minum minuman 

keras, yaitu untuk memelihara akal manusia sebagai salah satu dari lima 

prinsip pokok kehidupan manusia yang harus dipelihara. 

Kekuatan mas{lah{ah dapat dilihat dari segi tujuan syara’ dalam 

menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung 

dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, 

akal, keturunan, dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan 

dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut
46

. 

a. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, 

mas{lah{ah d{aru>riyah, mas{lah{ah h}a>jiyah, dan mas{lah{ah tah}si>niyah. 

1) Mas{lah{ah D{aru>riyah (ة ضروري لحة ال ص م  adalah kemaslahatan (ال

yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. 

Artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja 

dan prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara 

langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip 

tersebut adalah baik atau mas{lah{ah dalam tingkat d{aru>riyah. 

Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, 

melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum 

                                                             
46 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2...,370. 
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minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk 

memelihara keturunan, melarang mencuri untuk memelihara harta. 

2) Mas{lah{ah H}a>jiyah (ية حاج لحة ال ص م  adalah kemaslahatan yang (ال

tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada 

tingkat d{aru>ri>. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung 

bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (d{aru>ri>), tetapi secara 

tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang 

memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. 

Mas{lah{ah h}a>jiyah juga tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, 

tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur 

pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa 

mengakibatkan perusakan. 

Contoh mas{lah{ah h}a>jiyah adalah menuntut ilmu agama untuk 

tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah 

otak untuk tersempurnanya akal, melakukan jual beli untuk 

mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau 

mas{lah{ah dalam tingkat h}a>ji. 

3) Mas{lah{ah Tah}si>niyah (سة ن ي س تح لحة ال ص م  adalah mas{lah{ah (ال

yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat 

d{aru>ri>, juga tidak sampai tingkat h}a>ji>, namun kebutuhan tersebut 

perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan 

keindahan bagi hidup manusia. 
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Tiga bentuk mas{lah{ah tersebut, secara berurutan menggambarkan 

tingkatan peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah mas{lah{ah 

d{aru>ri>yah, kemudian di bawahnya adalah mas{lah{ah h}a>jiyah dan 

berikutnya mas{lah{ah tah}si>niyah. D{aru>ri>yah yang lima itu juga 

berbeda tingkat kekuatannya, yang secara berurutan adalah agama, 

jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan tingkat kekuatan ini 

terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antar sesamanya. 

Dalam hal ini harus didahulukan d{aru>ri atas ha>ji>, dan didahulukan 

ha>ji> atas tah{si>ni>. 

Begitu pula bila terjadi perbenturan antara sesama yang d{aru>ri 

tersebut, maka tingkat yang lebih tinggi harus didahulukan. Jihad 

dijalan Allah, disyariatkan untuk menegakkan agama meskipun 

dengan mengurbankan jiwa dan harta sebagaimana tersebut dalam 

firman Allah pada surat al-Ma>idah 5:41 yang artinya Berjihadlah 

kamu dengan hartamu dan jiwamu dalam jalan (menegakkan) 

agama Allah. 

Arti ayat diatas menunjukkan keharusan mendahulukan agama 

atas jiwa dan harta. Begitu pula syariat membolehkan meminum 

khamar bagi orang yang tercekik, untuk melepaskan keadaan 

daruratnya. Hal ini menunjukkan bahwa memelihara jiwa itu harus 

didahulukan atas memelihara akal. (hubungan mas{lah{ah dengan 

tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, akan diuraikan dalam 

bahasan Maqas{id al-Shari’ah). 
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b. Dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal itu 

dengan tujuan shara’ dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud 

usaha mencari dan menetapkan hukum, mas{lah{ah itu disebut juga 

dengan muna>sib atau keserasian mas{lah{ah dengan tujuan hukum. 

Mas{lah{ah dalam artian muna>sib itu dari segi pembuat hukum (sha>ri’) 

memerhatikannya atau tidak, mas{lah{ah terbagi kepada tiga jenis, 

yaitu: 

1) Mas{lah{ah al-Mu’tabarah (برة ت غ م لحة ال ص م  yaitu mas{lah{ah yang (ال

diperhitungkan oleh sya>ri’. Maksutnya, ada petunjuk dari sya>ri’, 

baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk 

pada adanya mas{lah{ah yang menjadi alasan dalam menetapkan 

hukum. Dari langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap 

mas{lah{ah tersebut, mas{lah{ah terbagi menjadi dua: 

a) Muna>sib mu’athir (ثر ئ م سب ال نا م  yaitu ada petunjuk (ال

langsung dari pembuat hukum (sha>ri’) yang memerhatikan 

mas{lah{ah tersebut. Maksudnya, ada petunjuk shara’ dalam 

bentuk nas} atau ijma>’ yang menetapkan bahwa mas{lah{ah itu 

dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. 

Contoh dalil nash yang menunjukan langsung kepada 

mas{lah{ah, umpamanya tidak baiknya mendekati perempuan 

yang mendekati haid dengan alasan haid itu adalah penyakit. 

Hal ini disebut mas{lah{ah karena menjauhkan diri dari 

kerusakan atau penyakit. Alasan adanya ‚penyakit‛ itu yang 
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dikaitkan dengan larangan mendekati perempuan, disebut 

muna>sib. Hal ini ditegaskan dalam surat al-Baqarah 2:222 

                             

Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: 

"Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu 

hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu 

haidh.
47

 

 

 

Contoh dalil yang menunjukan langsung kepada mas{lah{ah 

dalam bentuk ijma>’, umpamanya menetapkan adanya 

kewalian ayah terhadap harta anak-anak dengan ‘illat ‚belum 

dewasa‛. Adanya hubungan ‚belum dewasa‛ dengan hukum 

perwalian adalah mas{lah{ah atau muna>sib. Dalam hal ini ijma>’ 

sendiri yang mengatakan demikian. 

b) Muna>sib mula>im (م ملاى سب ال نا م  yaitu tidak ada petunjuk (ال

langsung shara’ baik dalam bentuk nas} atau ijma>’ tentang 

perhatian shara’ terhadap mas{lah{ah tersebut, namun secara 

tidak langsung ada. Maksutnya, meskipun shara’ secara 

langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan 

untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada 

petunjuk shara’ bahwa keadaan itulah yang ditetapkan shara’ 

sebagai alasan untuk hukum yang sejenis. Umpamanya, 

Berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak gadisnya dengan 

alasan anak gadisnya itu ‚belum dewasa‛. ‚belum dewasa‛ ini 

                                                             
47 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an & Tafsirnya...,573. 
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menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan itu, yaitu 

perwalian dalam harta milik anak kecil. Bolehnya jama’ shalat 

bagi orang yang muqi>m (penduduk setempat) karena hujan. 

Keadaan hujan itu memang tidak pernah dijadikan alasan 

untuk hukum jama’ shalat, namun shara’ melalui ijma>’ 

menetapkan keadaan yang sejenis dengan hujan, yaitu ‚dalam 

perjalanan‛ (safar) menjadi alasan untuk bolehnya jama’ 

shalat. 

Menetapkan keadaan ‚dingin‛ menjadi alasan untuk 

halangan shalat berjamaah. Tidak ada petunjuk dari shara’ 

yang menetapkan dingin itu sebagai alasan untuk tidak ikut 

shalat berjamaah. Namun ada petunjuk shara’ bahwa keadaan 

yang sejenis denga dingin itu, yaitu ‚perjalanan‛ yang 

dijadikan shara’ sebagai alasan bagi hukum yang sejenis 

dengan meninggalkan shalat berjamaah tersebut, yaitu jama’ 

shalat. ‚dingin‛ itu sejenis dengan ‚perjalanan‛ yaitu sama 

dalam hal menyulitkan, sedangakan meninggalkan shalat 

berjamaah sejenis dengan jama’ shalat, yaitu sama-sama 

rukhsah (keringanan) hukumnya. 

2) Mas{lah{ah al-Mulghah (غاة ل م لحة ال ص م  atau mas{lah{ah yang (ال

ditolak, yaitu mas{lah{ah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak 

diperhatikan oleh shara’ dan ada petunjuk shara’ yang 

menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah 
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sejalan dengan tujuan shara’, namun ternyata shara’ menetapkan 

hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh mas{lah{ah itu. 

Umpamanya seorang raja atau orang kaya yang melakukan 

pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari bulan 

Ramadhan. Untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah 

disuruh puasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang 

diperkirakan akan membuatnya jerah melakukan pelanggaran. 

Pertimbangan ini memang baik dan masuk akal, bahkan sejalan 

dengan tujuan sha>ri’ dalam menetapkan hukum, yaitu 

menjerahkan orang dalam melakukan pelanggaran. Namun, apa 

yang dianggap baik oleh akal ini, ternyata tidak demikian menurut 

sha>ri’, bahkan ia menetapkan hukum yang berbeda dengan itu, 

yaitu harus memerdekakan hamba sahaya, meskipun sanksi ini 

bagi orang kaya atau raja dinilai kurang relevan untuk dapat 

membuatnya jera. 

Contoh lain umpamanya, di masa kini masyarakat telah 

mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajatnya 

dengan laki-laki. Oleh karena itu, akal menganggap baik atau 

mas{lah{ah untuk menyamakan hak perempuan dengan laki-laki 

dalam memperoleh harta warisan. Hal ini pun dianggap sejalan 

dengan tujuan ditetapkannya hukum waris oleh Allah telah jelas 

dan ternyata berbeda dengan apa yang dikira baik oleh akal itu, 

yaitu hak waris anak laki-laki adalah dua kali lipat hak anak 
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perempuan sebagaimana ditegaskan dalam surat an-Nisa’ 4:11, 

dan penegasan Allah tentang hak waris saudara laki-laki sebesar 

dua kali hak saudara perempuan sebagaimana ditegaskan dalam 

surat an-Nisa’ 4:176. 

3) Mas{lah{ah al-Mursalah (لة س مر لحة ال ص م  atau yang juga biasa (ال

disebut Istis{la>h (صلاح ت س  yaitu apa yang dipandang baik oleh ,(الا

akal, sejalan dengan tujuan shara’ dalam menetapkan hukum, 

namun tidak ada petunjuk shara’ yang memperhitungkannya dan 

tidak ada pula petunjuk shara’ yang menolaknya. 

Jumhur ulama sepakat untuk menggunakan mas{lah{ah 

mu’tabarah, sebagaimana juga mereka sepakat dalam menolak 

mas{lah{ah mulghah. Menggunakan metode mas{lah{ah mursalah 

dalam berijtihad ini menjadi perbincangan yang berkepanjangan di 

kalangan ulama. 

Dilihat dari segi kandungan mas{lah}ah, para ulama ushul fiqih 

membaginya kepada:
48

 

a. Mas{lah}ah al-‘A>mmah, yaitu kemas{lah}ahan umum yang menyangkut 

kepentingan orang banyak. Misalnya, para ulama membolehkan 

membunuh penyebar bid’ah yang dapat merusak aqidah umat, karena 

menyangkut kepentingan orang banyak. 

b. Mas{lah}ah al-Khas{ah, kemas{lah}ahan pribadi dan ini sangat jarang 

sekali, seperti kemas{lah}ahan yang berkaitan dengan pemutusan 

                                                             
48

 Hafidzah Mahmudah, ‚Mas}lah}ah Mursalah‛, dalam 

http://hafidzahmuda.wordpress.com/maslahah-mursalah.html diakses pada 20 November 2016. 

http://hafidzahmuda.wordpress.com/maslahah-mursalah.html
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hubungan pernikahan seseorang yang dinyatakan hilang (maqfud). 

Dalam membicarakan mas{lah{ah sebagai dalil hukum, pada umumnya 

ulama lebih dahulu meninjaunya dari segi ada atau tidaknya kesaksian 

syara’ terhadapnya, baik kesaksian tersebut bersifat 

mengakui/melegitimasinya sebagai mas{lah{ah ataupun tidak. Dalam hal 

ini jumhur ulama membagi mas{lah{ah kepada tiga macam, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Al-mas{lah{ah yang terdapat kesaksian shara’ dalam mengakui 

keberadaannya. Mas{lah{ah dalam bentuk pertama ini menjelma 

menjadi landasan dalam qiyas, karena ia sama dengan al-muna>sib 

dalam pembahasan qiyas. Mas{lah{ah ini biasa disebut dengan istilah 

al-mas{lah}ah mu’tabarah. Semua ulama’ sepakat menyatakan 

mas{lah}ah ini merupakan h}ujjah(landasan hukum). 

2) Al-mas{lah{ah yang terdapat kesaksian syara’ yang 

membatalkannya/menolaknya. Al-mas{lah}ah kedua ini adalah 

ba>thil, dalam arti tidak dapat dijadikan sebagai hujjah karena ia 

bertentangan dengan nash. Bentuk mas{lah{ah yang kedua ini biasa 

disebut al-mas{lah{ah mulgha>.  

3) Al-mas{lah}ah yang tidak terdapat kesaksian syara’, baik yang 

mengakuinya maupun yang menolaknya dalam bentuk nash 

tertentu. Al-mas{lah}ah bentuk ketiga ini kemudian dibagi lagi 

kepada dua macam. Yaitu sebagai berikut: 
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a) Al-mas{lah{Ah al-ghari>bah yaitu mas{lah{ah yang sama sekali 

tidak terdapat kesaksian syara’ terhadapnya, baik yang 

mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk macam 

ataupun jenis tindak syara’. Dalam kenyataanya, mas{lah{ah 

bentuk ini hanya ada dalam teori, tetapi tidak ditemukan 

contohnya dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. 

b) Al-mas{lah{ah al-mula>imah yaitu mas{lah{ah yang meskipun tidak 

terdapat nash tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai 

dengan tujuan shara’ dalam lingkup yang umum. Tujuan shara’ 

ini dipahami dari makna umum yang terkandung di dalam al-

qur’an, h}adits, dan ijma’. Mas{lah{ah inilah yang biasa disebut 

dengan istilah al-mas{lah{ah mursalah.  

4. Syarat-syarat Mas{lah{ah 

Munurut Imam Maliki, dalam buku Ushul Fiqh karangan Abu Zahra, 

terdapat syarat-syarat antara lain:
49

 

a. Kecocokan/kelayakan diantara kebaikan yang digunakan secara pasti 

menurut keadaannya, dan antara tujuan-tujuan orang yang 

menggunakannya. Dan tidak meniadakan dari dali-dalil pokok yang 

telah ditetapkan. Dan tidak berlawanan dengan dalil-dalil Qot’iyah. 

b. Hendaknya dapat diterima secara rasional didalam keadaannya, 

terhadap permasalahan. Permasalahan yang sesuai dengan akal. Dan 

apabila ditawarkan pada cendikiawan maka mereka dapat 

menerimanya. 

                                                             
49 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2…,102.  
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c. Hendaknya dalam menggunakan mas{lah}ah itu dapat menghilangkan 

yang sudah ada, sekirannya tidak menggunakan mas{lah{ah secara 

rasional didalam menyelesaikan permasalahannya, maka manusia 

akan mengalami kesempitan berfikir. 

d. Sesungguhnya apabila kita mengambil maslahah sesuai dengan apa 

adanya, pasti akan membawa perbedaan daerah bahkan perbedaan 

perorangan dalam perkara yang sama (satu perkara), maka perkara itu 

menjadi haram dalam satu daerah karena berbahaya sedang didaerah 

yang lain halal karena bermanfaat, bahkan haram bagi seseorang 

karena berbahaya, tetapi halal bagi yang lain karena bermanfaat, hal 

ini tidak sesuai dengan jiwa-jiwa hukum syara’ kita yang abadi dan 

diperuntukkan bagi semua manusia. 

Para ulama yang menjadikan mas{lah{ah sebagai hujjah sangat berhati-

hati dalam menggunakannya, sehingga tidak terjadi pembentukan hukum 

berdasrakan keinginan dan nafsu. Oleh karena itu mereka menetapkan 

tiga syarat dalam menjadikannya sebagai h}ujjah:
50

 

1. Berupa kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang semu. 

Artinya, penetapan hukum syara’ itu dalam kenyataannya benar-benar 

menarik suatu manfaat atau menolak bahaya. Jika hanya berdasarkan 

bahaya, berarti didasarkan atas kemaslahatan yang semu. Seperti 

dugaan kemaslahatan dalam membatasi hak suami sampai menceraikan 

                                                             
50

 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh...,113. 
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istrinya dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu hanya bagi hakim 

dalam segala keadaan. 

2. Berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Artinya, 

penetapan hukum syara’ itu dalam kenyataannya dapat menarik 

manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari 

mereka, bukan bagi perorangan atau bagian kecil dari mereka. Hukum 

tidak ditetapkan demi kemaslahatan khusus pimpinan atau para 

pembesar saja, dengan tidak melihat mayoritas manusia dan 

kemaslahatan mereka. Kemaslahatan itu harus untuk mayoritas umat 

manusia. 

3. Penetapan hukum untuk kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan 

dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan nash atau ijma’. 

Maka tidak sah menganggap suatu kemaslahatan yang menuntut 

persamaan hak waris antara hak anak laki-laki dengan anak 

perempuan. Kemaslahatan seperti ini  sia-sia karena bertentangan 

dengan nash al-qur’an. Oleh karena itu fatwa Yahya bin Yahya al-

Laitsi al-Maliki, ulama fiqh spanyol dan murid Imam Malik bin Anas 

adalah salah yaitu seorang raja dari negara Spanyol berbuka dengan 

sengaja di siang hari bulan Ramadhan. Imam Yahya berfatwa bahwa 

tidak ada tebusan karena merusak puasanya kecuali dia harus 

berpuasa dua bulan berturut-turut. Imam Yahya mendasarkan 

fatwanya bahwa kemaslahatan menuntut hal ini, karena kewajiban 

membayar tebusan adalah membuat jera dan menahannya sehingga ia 
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tidak kembali kepada dosa yang seperti itu. Dan tidak ada yang 

membuat raja itu jera kecuali ini. Kalau ia wajib memerdekakan 

budak, hal itu sangat ringan baginya dan tidak membuatnya jera.
51

 

Fatwa ini didasarkan pada kemaslahatan, tetapi bertentangan pada 

nash. Karena nash yang jelas dalam denda orang yang membatalkan 

puasanya dengan sengaja dibulan Ramadhan adalah memerdekakan 

budak, bila tidak menemukan maka harus berpuasa dua bulan berturut-

turut, dan bila tidak mampu juga maka harus memberi makan kepada 

enam puluh orang miskin tanpa membedakan, apakah yang berbuka itu 

seorang raja atau seorang fakir. Kemaslahatan yang dianggap oleh 

seorang mufti untuk menetapkan kewajiban puasa dua bulan berturut-

turut bagi raja secara khusus itu tidak disebut kemaslahatan secara umum, 

bahkan kemaslahatan sia-sia.
52

 

Dari sini jelaslah bahwa kemaslahatan atau dengan istilah lain sesuai 

bila ada saksi syara’ yang menunjukkan anggapanya dengan macam-

macam anggapan (seperti yang telah lalu disebutkan sifat yang sesuai 

yang dianggap oleh syar’i). Yakni sesuai yang berpengaruh atau sesuai 

yang sepadan. Bila ada saksi syara’ yang menunjukkan batalnya anggapan 

itu maka disebut sifat sesuai yang percuma. Dan jika ada saksi syara’ 

yang menunjukkan dianggap atau tidak dianggapnya sifat itu, maka 

disebut sifat sesuai yang mutlak, dalam istilah lain disebut mas{lah{ah 

mursalah. 

                                                             
51 Ibid.,114. 
52

 Ibid.,115. 
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5. Keh}ujjahan Mas{lah{ah 

Jumhur ulama kaum muslimin berpendapat bahwa mas{lah{ah adalah 

h}ujjah shara’ yang dipakai landasan penetapan hukum. Kejadian yang 

tidak ada hukumnya dalam nas}, ijma’, qiyas, atau istih}san, maka 

ditetapkan hukum yang dituntutoleh kemaslahatan umum. Dan penetapan 

hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak tergantung pada adanya sanksi 

shara’ dengan anggapannya. 

Alasan mereka dalam hal ini ada dua:
53

 

Pertama: Kemaslahatan umat manusia itu selalu baru dan tidak ada 

habisnya. Maka seandainya hukum tidak ditetapkan sesuai dengan 

kemaslahatan manusia yang baru, sesuai dengan perkembangan mereka 

dan penetapan hukum itu hanya berdasarkan anggapan sha>ri’ saja, maka 

banyak kemaslahatan manusia diberbagai zaman dan tempat menjadi 

tidak ada. Jadi pembentukan hukum seperti itu tidak memperhatikan 

perkembangan dan kemaslahatan manusia. Hal ini tidak sesuai, karena 

tujuan penetapan hukum antara lain menerapkan kemaslahatan umat 

manusia. 

Kedua: orang yang mau meneliti penetapan hukum yang dilakukan 

para sahabat Nabi, tabi’in dan imam-imam mujtahid akan jelas bahwa 

banyak sekali hukum yang mereka tetapkan demi menerapkan 

kemaslahatan umum, bukan karena ada saksi dianggap oleh syari’. 

                                                             
53 Ibid.,111. 
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Abu bakar mengumpulkan berkas-berkas yang tercecer menjadi satu 

tulisan al-Qur’an dan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar 

zakat. Lalu mengangkat umar bin khattab sebagai gantinya. Umar 

menetapkan jatuhnya talak tiga dengan sekali ucapan, tidak memberikan 

sedekah kepada al-Muallafati qulu>buhum (orang-orang yang dijinakkan 

hatinya), menetapkan kewajiban pajak menyusun administrasi, membuat 

penjara dan menghentikan hukuman terhadap pencuri dimasa krisis 

pangan. Usman menyatukan kaum muslimin dengan satu mushaf al-

Qur’an, menyebarkannya lalu membakar selain yang ditetapkan itu, 

menetapkan hak waris bagi istri yang ditalak bahwa si istri itu tidak 

mendapat warisan. Ali membakar kaum syiah Rafid{ah. Kelompok hanafi 

melarang seorang mufti yang tidak serius untuk menjadi mufti, dokter 

yang bodoh menjadi dokter, dan orang kaya pailit untuk mengurus harta 

benda. Kelopmpok maliki memperbolehkan menahan orang yang dituduh 

bersalah dan menderanya untuk mendapatkan pengakuannya. Kelompok 

syafi’i mewajibkan qishas atas pembunuhan oleh orang banyak kepada 

satu orang
54

. 

Semua bentuk kemaslahatan yang menjadi tujuan diundangkannya 

hukum-hukum diatas adalah kemaslahatan umum. Mereka menetapkan 

hukum berdasarkan hal itu karena kemaslahatan, karena tidak ada dalil 

syara’ yang menolaknya. Para ulama tidak berhenti menetapkan hukum 

berdasarkan kemaslahatan sampai ada saksi syara’ yang menganggapnya. 

                                                             
54 Ibid.,112. 
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Oleh karena itu Imam al-Qurafi berkata: para sahabat berbuat banyak hal 

atas dasar kemaslahatan umum, bukan karena saksi yang menganggapnya. 

Ibnu Aqil berkata: politik adalah semua perbuatan yang dapat 

mendekatkan umat manusia pada kebaikan, menjauhkan dari kerusakan, 

meskipun tidak ditetapkan oleh Rasul dan tidak diturunkan wahyu untuk 

itu, sedangkan orang orang yang berkata bahwa tidak ada politik kecuali 

dengan apa yang diucapkan syara’ adalah salah dan menyalahkan para 

sahabat dalam menetapkan hukum.
55

 

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan mazhab ushul tentang 

kedudukan mas{lah}ah mursalah dan keh}ujjahanya dalam hukum Islam baik 

yang menerima maupun menolak. Kesimpulannya dari kelompok yang 

menggunakan mas{lah}ah mursalah dengan kelompok yang menolak bahwa 

kesemua mereka pada dasarnya terdapat titik temu bahwa kelompok 

kedua tidak menolak spenuhnya mas{lah}ah mursalah artinya kelompok 

kedua menekankan bahwa jika mas{lah}ah mursalah yang menjadi 

pegangan kelompok pertama tersebut memang dapat dikategorikan 

sebagai kemas{lah}ahan yang dikehendaki oleh Shari>. Untuk dipelihara 

bukan berdasarkan hawa nafsu dan akal semata maka ia dapat diterima. 

Nampaknya kelompok yang kedua yang menolak menekankan kehati-

hatian dalam menggunakan mas{lah}ah mursalah. Sebetulnya kelompok 

yang menerima mas{lah}ah mursalah dan menjadikannya sebagai dalil, 

tidak berarti tanpa memperhatikan persyaratan. Bagi kelompok pertama 

                                                             
55 Ibid.,113. 
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mas{lah}ah mursalah yang mereka pegangi ialah mas{lah}ah yang sejalan 

dengan tujuan  Shari>’at. Dengan kata lain mas{lah}ah mursalah itu 

merupakan bagian dari syarat yang tidak boleh dikesampingkan meskipun 

tidak disebutkan dalam nas} secara tekstual, secara substansial ia 

dihajatkan oleh manusia. Lebih-lebih yang bersentuhan langsung dengan 

kebutuhan  pokok mereka.
56

 

Memang banyak persoalan baru yang bisa dikategorikan kepada 

mas{lah}ah mursalah artinya persoalan-persoalan baru tersebut memang 

mengandung Mas{lah}ah  dan dihajatkan oleh manusia dalam membangun 

kehidupan mereka, tetapi tidak ditemukan satu dalil pun dalam nas} baik 

yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Dan ini akan terus 

berlangsung sepanjang masa di berbagai tempat dengan berbagai latar 

belakang sosial budaya dan untuk mengatasinya tidak lain adalah dengan 

menggunakan mas{lah}ah mursalah, sebagaimana telah dipraktikkan oleh 

para Ulama sepanjang sejarah pemikiran hukum. Sungguh cukup banyak 

kasus yang diselesaikan dengan mempergunakan pendekatan mas{lah}ah 

mursalah.
57

 

Sesungguhnya permasalahan perbaikan manusia selalu muncul dan 

tidak pernah berhenti, jika seandainya tidak menggunakan mas{lah}ah, 

maka tidak dapat mengatur permasalahan-permasalahan yang baru yang 

timbul untuk memperbaiki manusia. Seseungguhnya sudah banyak orang 

                                                             
56 Romli SA, Muqaranah Mazahib Fil Ushul, Cet Ke-1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 

167-168. 
57 Ibid.,171-173. 
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yang menggunakan mas{lah}ah dari para sahabat, dari para tabi’in dan para 

mujtahid. Mereka menggunakan mas{lah{ah mursalah untuk kebenaran 

yang dibutuhkan, seperti Abu Bakar mengumpulkan mushaf-mushaf lalu 

dibukukan menjadi al-qur’an.
58

 

Dalam hal ini, semua bentuk kemaslahatan yang menjadi tujuan 

pemecahan kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tentu sangat 

bagus untuk dijadikan tumpuan. Karna teori mas}lah}ah ini dipakai dengan 

melihat segi kemanfaatannya serta tidak ada dalil shara’ yang 

menolaknya. Dan juga, mengunggulkan penetapan hukum shara’ 

berdasarkan kemaslahatan karna jika kesempatan ini tidak dibuka, 

shari>’at islam akan beku dan tidak mampu mengikuti perkembangan 

zaman dan lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
58 Mansykur Anhari, Ushul Fiqh...,102. 


